BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR: 33 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimnbang : a. bahwa hahwa  untuk memernuhi prinsip
pemungutan retribusi yang meliputi kepastian
hukum, Keadilan, kemudanan dan efisien
dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendabian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana
dimalesud dalarn  huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Rastribusi  Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupatet: Pringsew,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasu  Kouniruksi  (Lembaren Neguwra  Republik
Indonesia  tshun 2007 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 HNomor 75,
Tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republilkc
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tamhbahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
3881,



10.

11.

12.

13.

Undang-tUUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor
4247

Undsng-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indunesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tamnbahan
Lemhbaran Negara Repuhblik [ndonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tamnbahan ELembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentsng
Pajak Daerah dan Retribusi Dsaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5048);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomoxr 82, Tamboehan Lembaran MNegern,
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana ielah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesgia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggarasn Lembaga Penyiaran Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republlk indonesia
Nomor 4485|;




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan  Pernerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2000
Nomor 107, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980);

Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004 tentang Penatagunaen Tansh [Lembaran
Negara Republik I[ndonesiza Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturany Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tshun 2002 tentang Bangunan
Gedung [Lembaran Negara Repuhlik Indonegia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 2/PER/M.KOMINFQ/3/2008
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunasan
Menara Bersama Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika  Nomor: 23/FER/M.KOMINFO /9/
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan
Femerintah Sub Bidang Pos dan
Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2009, Menteri Pekerjasn Umum Nomor:

O7/PRT/M/2009, Menteri KOMINFO Nomeor: 19/
PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala BKPM
Nomor; 03/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan Dan Pchggunaan Bersama
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentulkan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomeoer 2036);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun
2001 tetang penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi sehapgaimana telah bheberapa kali
diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 30/ TER/ M.KOMINFO/ 009/
2008,




Menetapkan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranglkat Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tshun 2017 Nomor
15;)

24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, 3Susunan Organisasi, Tugas
Polkok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinaa
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG  TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN PRINGSEWU,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adatah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyclenggara pomerintahan
daerah.

Bupafi adalah Bupati Pringsewu,

. Dinas adalah Dinas Xomunikasi dan [nformatika
Kabupaten Pringsewu.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pringsewu.

6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yvang terdiri darci
unsur-ensur satuan kerja perangkat daerah yang
memiliki kewenangan untuk memberikan
pertimbangan rekomendasi;

7. Telekomunikasi adalah sctiap  pemancaran,
pengiviman dan  atau  penerimaan  dari  setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tizlisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistemn
kawat, optik, radic atau sistem -elekiromagnetik
lainnya.

8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut
menara  adalah  bangunan-bangunan Varg
merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang dipergunakan untnk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat
berupa rangka bgja yang dikat opleh berbagai
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya
disesuaikan sebagai SArana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi.

s w



10,

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Menara Bersamna adulah menara telekomunikasi
yang digunalkan secara hersama-sama oleh
penyelenggara telekomunikasi,

Zona Cell Plun adalah area zonasi penvebaran
menara telekomunikasi dalam radius tertentu
tempat diperkenankannya dibangun infrastruktur
menara telekomunikasi,

Dadan adalah sckumpulan orang dJdan/atau
modal  yang merupaksn kegatuan, baik vang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan Komanditer, persercan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah [(BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi 1nassa, organisasi sosial  politik
atau  orgamsgasi  lainnyva, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjumya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu
vang khusus disediakan dan/fatau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk Kkepentingan orang
pribadi atau badsan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang
dipungut atas pelayanan yang disediakan alau
dibherikan  pemerintah daeralh untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan,

Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas penyeclenggaraan josa berupa
kegiatan pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan  pembayaran
retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi tersebut.

Masa Reftribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa
dan penzinan tertentu darn Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah  yvang
selanjuinya  disingkat SKRD  adalah  Surat
Ketetapan Retribusi yvang menentukan besarnva
Jjumlah pokok retribusi yang terutang.




18.

19.

20.

21.

22,

{1)

(2)

Surat Tagihan Retribusi Daerzh yang selanjutnva
disingkal 3TRD adaleh surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan fatan denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjuinya disingkat SKRDLEB adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah Lredit retribusi lebih besar daripada
retribusi  yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang
selanjutmya disebut NPWRD adalah nomor pokok
vang diberikan kepada Wajibh Reudliusi digunakan
sebagai identitas untuk tiap objek retribusi.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain
vang sejenis adalah surat vang diterbitkan oleh
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk
atau memperingatkan wajib retribusi untuk
melunasi retribusi yang terutang,

Kas Umum Dacrah adalah tempat penylimpanan
unang daerah yang ditentulsan cleh Kepala Daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan  digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB 1
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendslian Menara
Telckomunikasi  dipungut Retribusi acbagai
pernbayaran atas jasa pelavanan pengendalian
menara telekomunikasi yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Subjek reimbusi pengendalian menara telekomunikasgi
adalah orang opribadi atau badan  yang
menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan
pengendalian menara telekomunikasi yang
disediakan atau diberikan oich Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Objelc retribusi pengendalian menara
telekomunikasi adalah pemanfaatan  ruang
untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata reang, keamanan dan
kepentingan umum.




(2)

(1)

(2)

Tidak termasuk objek retribusi pecngendalian menera
telekamunikasi sebagaimana dimaksud psda avat {1)
yaitu:

menara meteorologi dan geofisika,;

menara pemancar televisi;

menara tcmpat ibadah;

menara pemancar radio;

menara milik kepolisian;

menara navigasi;

wenaia pencrbangainn,

menarg pencarian pertolongan dan kecelakaan;
menara untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan;

menara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
menara untulk kepenbngan pemantauanf
peringatan bencana alam.

o LS N

o

BAB 1II
BENTUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Bentuk pengawasan menara telekomunikasi berupa

kegiatan pengawassan terhadap menara

telekomunikasi yang disesuaikan dengan peraturan
pcrundang-undangan yang berlalku meliputi:

a. kelaikan dan fungsi menara telekomunikasi;

b. kesesuaian lokasi menara dengan rencana tata
ruang wilayah, rencana tata bangunan dan
lingkungan diwilayah Kabupaten Pringsewu,

c. kesesuaian perayaratan administrasi dan
teknis dengan kondisi sebenarnya;

d. kelengkapan dan kondisi SArana
pendukung menara telekomunikasi;

¢. kelengkapan idenditas hnikwin menara.

Bentuk pengendalian menara telekomunikasi
berupa kegiatan pengendalian perscbaran
pembangunan menara telekpmunikasi disesuaikan
dengan zona ol plan, rencena tata ruang, rericana
tata bangunan dan lingkungan serta sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan yang
berlain meliputi:

&. penataan menarsa dengan mengarahkan
penggunaan menara bersama bailt yang eksisting
maupun menara baru dengan melampirkan surat
pernyataan pengpunaan menara bersama antara

penyedia IMeTATA dengan penyvelenggara
telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pringsewu;




b. perempatan lokasi pembangunan menara baru
disesuaikan dengan rencana tats ruang wilayzh,
rencana tata bangunan dan lingkungan di
wilayah Kabupaten Pringsew;

¢. kesesuaian bentuk dan penempatan menara
dengan tate ruang wilavah dan estetika wilayah,

d. penentuan zonasi pengembangan insfrastruktur
telekomunikasi dalam bentuk pembangunan
menara telekomunikasi bersama di  wilayah

Kabupaten Pringsewu.
BAB [V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan

pengendalian menary  lelekormunikasi diukur
berdasarkan zonasi penempatan menara dan jenis
menata yang  dikaitkan dengen  frekuensi
pengawasan dan pengendalian menara,

{2} Frekuensi kegiatan pengawasan MEenara
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi
Menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali
dalam 1 [satu] tahun.

{3) Indeks wvariabel =zonasi penempatan menara
telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
a. zong sedang indeks 0,9;
b. zona padat indeks 1,1.

{4) Indeks wvariabel jenis menara telekomunikasi
ditetapkan sebagai berikut;
a.menara teregang |Guyed Mast) indeks O, 8,
b.menara tunggal (Pale] indeks D,9;
c. menara Mikrosel [MCP] indeksa 1.1;
d.menara Rangka Mandiri (83T) indeks 1,2,

(3) Zonasi penempatan menara telekormnunikasi
sebagaimana pada ayat (3) ditentukan berdasarkan
tngkat  kepadatan  penduduk dari setiap
kecamatan di  Kabupaten Pringsewu. Zonasi
penempatan menara  telaknmunikasi  ditetapkan
sebagai benkut:

a. Zona padat

Kecamatan Pringsewu,

. Kecamatan Gading Rejo;

Keramatan Pagelaran;

Kecamatan Sukoharjo.

Bw N




b. Zona sedang

. Kecamsatan Pardasuka;
Kacamatan Adiluwih;
Kecamatan Ambarawa,
Kecamatan Banyumas,;
Kecamatan Fegelaran Utara.

B L

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN

(1)

(2)

(1)

(2}

3)

BESARNYA TARIF RETRIDUSI
Pazal 6

Frinsip dan sasaran dari penetapan tarif retribusi
ditetepkan berdasarkan biaya penyediaan jasa
pengawasarn dan pengendalian MEenara
telekomunikasi.

Biays penyediaan jasa sebagimana dimaksud pada
avat (1) meliputi belanja langsung terkait
pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas
dan belanja barang habis pakai.

BAB VI
BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal7

Retribusi  Pengendalian Menara  Telekamunikasi
ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tanf Retribusi

Tingkat penggunaan jasa merupakan hasil perkalian
indeks variabel zonasi dengen indeks variabel jenis
MenAara.

Tarf Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.538.7350,-
jmenara/tahun (dua juia lirna ratus dga puluh
delapan ribu tujuh ratue lima puluh rupiah per
menera per tahun) dengan contoh perhitungan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.




(1)

(2)

3]

(1)

(2}
3

{4)

{1)
(2}
(3)

BAB VII
FENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal &8

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 [tiga)
tahun sekals;

Peninjauan tarif retribusi scbhagaimana dimairsud

pada avat (1), dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian;

Penetapan tarnf reiribusi sebagamana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan dengan Peraturan Dupati.

BAB VIII
WILAYAH, MASA PEMUNGUTAN DAN
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pazal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah
tempat kegiatan  pelayanan pengendalian
mensara  telekomunikasi  yang diselenggarakan
dalam wilayah Kabupaten Pringscwu.

Pemungutan retribusi bertaku untuk masa 1 (sam)
tahun retribusi.

Pemungutan retribusi  dilakukan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Pemanfanton dari penerimaan retribusi
diutarnekan untuk mendanal kegiatan vang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunilkasi.

BAB IX
FEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribnisi Daerah (SKRD),

SKRD untuk tiap objek retribusi ditetapkan oleh
Kepala Dinas.

Objek Retribusi ditetapkan berdasarkan Nomor
Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) yang
dikeluarizan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.




{1)

(2)

(3}

(4}

(3)

(1)

(2)

(3]

(4)

{5}

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

Jatuh tempo pembayaran retribusi adalah 30
(tiga puluh)] hari sejak tanggel diterbitkannya SKRD.

Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui
transfer ke tekening kas umum daerah
Kobupaten Pringsewu atau secara tunai metalui PT,
Bank Lampung.

Pembayaran secara tunai dilakukan dengan
Surat Setcran Retnibust Daerah (SSRD).

Wajib Retribusi harus menyvampaikan bukd
pelunasan retribusi kepada Dinas Komumnikasi dan
Infprmatika melalyi Bendahara Penerimaan.

Bendahara Penerimaan selanjutnya menerbitkan Tanda
Daftar Menara Telekomunikasi (TDMT} setelah
menenma bukti pelunasan restribusi oleh Wajib
Restribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

Dzlam hal Wajib Retnbusi belurn melunasi
kewanbannya setelah tanggal jatuhh tempo maka
dilakuken penagihan retribusi terutang dengan
STREC dan didahului dengan penerbitan surat
tegurar.

Penerbitan surat teguran (STRD) dileeluarkan
megera retelah 7 (tujuh} hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran,

Dalamn Jangka waktu 7 [tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus
melunasi retribxisgi terutang.

Apabila dalam jangks waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi, maka
akan ditagibh dengan menggunalan STRD.

Surat terguran dan STRD sebagaimana pada ayat (I}

diterhitkan oleh Kepsla Dinas Komunikasi dan
Informatika.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

{1

(2)

(3)

(4)

(3]

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 13

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan ams
SKRD yang diterbitkan hanya kcpada Bupat melalui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keberatan dimaksud berupa PENGUrIaNgaN,
keringanan, penundaan atau pembebasan retribusi.

Permohonan pengajuan keberatan diajukan secara
tertulis dalam bahassa Indonesia disertai alasan-
alasan vang jelas.

Perrnohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam
ayat 2 (dua} diajukan paling lama 7 (tujuh) hari
acjak ditcrbitkannya SKRD.

Kepala Dinas Komunikesi dan Informatka
melakultan  peneliian  dan mempelagan data
permohonan yang diajukan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi dan memperhatikan
fungsi objek retribusi

Pasal 14

Persctujuan penctapan atas permohonan
keberatan retribusi dilakukan dengan Keputusan
Bupali.

Persetujuan penetapan atas rermnchonan
keberatan retribusi diberikan setelah
mendapatkan usulan pertimbangan tertulls dari
Kepala Dinae Komunikasi dan Informatika.

Persetiajuan penetapan atas permohonan
keheratan retribusgi berupa pembehasan retribusi
diberikan hanya untuk menara telekomunikasi
yang dipergunakan khusus bagi kepentingan
Negara.

Keputuzan Bupati atas keberatan dapat berupa

menerima  seluruhnya atau scbaglan, menclak
atau menamhbah hesamya retribusi yang terutang.

Pengajuan permchonan tidek menunda lewajiban
membayar dan pelaksanaan penagihan retmbusi.

Pasal 15

Pemberian keringanan retribusi menara telekomunikasi
ditentukan sebagsi berikut:

a. pemberian pengurangan atau keringanan minimal

usia menara telekomunikasi 10 (sepujuh) tahun dan
makaimal berusia 15 [lima belas) tahun;




{1

{2)

(3}

(4)

(o)

(1)

pemberian pengurangan atau Keringanan paling
banyak 20% (dua puluh persen} dari SKRD,
pembangunan menara telekomunikasi baru tidak
dapat diberikan pengurangan, keringanan mauputl
pembebasan.

BADB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Dagian Kesatu
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaut jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribuai.

Kedaluwarsa penagihan reiribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jilca:
a. diterbitkan surat teguran; atsu

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib
retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanysa surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung
sehagaimana dimaksud pada ayat {2] huruf b,
adalah Wajib Reoibusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemeriniah Daecal.

Pengakuan utang retribusi secara tidak iangsung
schagaimana dimaksud pada ayat 2] huruf b, dapat
diketahui dari pengajuoan permohonan  angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan cleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kadaluwarsa

Pasal 17
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih

lagi karena hak untuk melakukan penagiban
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



(2)

{3

(4}

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dapat
mengajukan permchonan penghapusan piutang
retribusi yang kadaluwarsa kepada Bupali.

Permohonan penghapusan piutang retribusi yang
kadaluwarsa diajukan sccare tertulis dengan
disertni alasan-alasan atau suatl pertimbangan
yang jelas.

Bupati menetapkan keputusan penghaptusan
piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan
Keputusan Bupati.

BaB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

(1)

{2

(3)

(4)

(3)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 18

Atas kelebihan pembayvaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupat
melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Infermetika.

Bupat dalam jangks wakiu paling lama 8 (delapan)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan retribusi pada ayat {1} harus dapat
memberikan keputusan melalui surat Keputusan
Bupati.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayal (2} telah terlampaui dan Dupat tdak
memberikan keputusan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi, maka permohonan
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus segera
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila wajib retibusi memililki utang retribusi
lainnys, kelebihan pemhayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang retribusi lainnya tersebul.

Pengembaliani kelebihan pembayaran rewibusi
acbagaimane dimaksud pada ayat | {satu) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
setelah diterbitkannva SKRDLB.



{1}

(2)

(3)

(@)

(1)

(2)

{1)

Bagian Kedua
Permohonan Pengembalian Permbayarae

Pasal 19

Wajib Retribusi dapat mengajukan permintaan
pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi
kepada Bupati.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada avat 1 (satu)
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Dinae Komunikasi dan Informatika dengan
alazan-alasan VENg benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat {2] memuat data sebagai herikut:

a. nama Wajib Retribusi pengendalian menara
telelomunilzasi.

b. alamat Wajib Retribusi pengendalian menara
telekomunikasi.

¢. NPWED.

d. Ketetapan retribusi pengendatian mcnare
telekomunilcasi.

Setelah permohonan pengembalian  pembayaran
telah diperiksa, Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika melakukan permohonan kepada Bupati
untuk mendapatkan persetujuan.

BaB Xil
NASKAH DINAS

Pasal 20

Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan
retribusi meliputi :

a. SKRD,;

b. 3TRD;

. 85RO dan

¢, Surat Teguran.

Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan ini,

BAB XIII
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan



|2) Pelayananan Pengendalian Menara

(1)

(2)

(3)

(1}

(2)

(3)

Telekomunikasi yang disediakan alau diberikan

oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a. valdasi data menara telekomunikasi:

b. audit menara telekomunikasi;

c. rapat koordinasi perencanaan bersama ({joint
planning meeting);

d. pembuatan zonasi cellular network planning - cell
plar;

e. Pemberian Tanda Daftar Menars Telekomuniksasi
[TDMT].

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi
dapat diberi ingentif atas dasar pencapaian kinera
tertentu,

Pemberian insentif pemungutan retribusi setelah
terlebih dahuln dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentf
sebapuimana dimaksud pada ayal (1} dilaksanakan
dengsn berpedoman pada peraturan perundang-
undangarn.

BAB XV
SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat waktn yvang telah ditentukan dalam SKRD
dan/atau surat teguran atau kurang membayar,
maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa
denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari nilai retribusi terutang.

Penagihan  terhadap retribusi den  denda
sehagaimana dizehutksn pada ayat (1) dilakukan
dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi

Daerah (STRD} dan didahului dengan surat
Leguran.

Pelangperan terhadap ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Bupad ini aksn
dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan operasional;

c. penutupan lokasi usaha;

d. pencabutan izin.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAR XVI
SANKSI PIDANA

Pasgal 24

Wajib Retribusi vyang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyvak 3
{tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi, seseorang atau badan selaku
Wajib Retribusi karena merupakan pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara,

BAB XVII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 25

Wajib Retribusi yang masii merniliki
piutang retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikast dan telah menerima Surat
Ketetapen Retribusi Daerah sebelum peraturan
inl ditetapksn wajib untuk menyelesaikan
kewsajibannya sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan ini.

Besaran  kewajihan  atas  piutang  restrihusi
pengendalisn menara telekomunikasi sebagaimana
dimeksud pada ayat [1) ekan ditetapkan akan
ditetapkan dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah
{STRD).

Pasal 26

Pada saat berlaltunya peraturan ini, maka Peraturan
Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Fengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu [Berita Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.




LAMPIRAN I

NOMOR : 33

TAHUN

PERATURAN BUPATI PRINGEEWES

L Zepledoer 2077

PERHITUNGAN TARIF RESTRIBUS] PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASIL LI KABUPATEN PRINGSEWU

1. TARIF RETRIBUSI (TR)

Komponen biaya

i.

vang diperkenankan =sebagai unsur dalam
penghitungen biayva operasional pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi adalah transportagi, uang harian dan ATK
Adapun penghitungan tarif retribusi yaitu sebagai berikoat:

Jumlah kunjungan per tahun = 80 menara x 2 kali kunjungan

= 160 kali kunjungan.

2. Dzlam 1 hati 3 kunjungan menara, maka untuk 160 kali
kunjungan dibutuhkan = 160 kali kunjungan = 53,33 hari
3 Kunjungan/ hari
Catatan : nilai 53,33 hari dibulatkan menjadi 54 hari kerja.
3. Maka biaya opcrasional per tehun adaleh sebagai berikut :
N Komponen {Jumlah | Jumlah Nilai Jumilah
0.
Operasional | Personil | Kunjungan {Rp.) (Rp.)
1. | Transportasi 1 tim 54 hari 2.000.000,- | 108.000.000.- :
2. | Uang Harian | 3 orang 54 harn 550.000,- 89.100.000,-
3. ATE 1 tahun &5.000.000,- 6.000.000 -
Total biaya operusional per tahun 203.100.000.-
Tarif per menara per tahun (80 menara) 2.538.750,-




II. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
menggunakan tarif variabel dengan mendistribusikan biaya rata- rata
scbesar Rp. 2.538.750,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu
tujuh ratus limna puluh ribu rupiah) masing-masing variabel indeks.

Adapun penghitungan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi yaitu sebagni berilkout:
BIAYA
VARIABEL (NDEKS | T1PFES | YANG | DISTRIBUSI
ZONASI MENARA DIDISTEI EBIAYA
BUSIKAN
1 2 3 4 5
(2x4atandxd)
Zona Sedang 0o 2,538,750 2,284 875
Menara Terezang 0.8 |2284875| 1,827.900
(guyed mast
Menatra Tungpal
0.9 2,284,875 2,056,388
(pole )
M Mikrosel
enam 1.1 2,284,875 2,513,263
(MCP)
Menara Marnidiri
1.2 2,284,875| 2,741,850
(SST)
Zona Padat 1.1 2,938,750 2.792625
Menara Teregang 0.8 |2792,625) 2,234.100
{gnyed mast)
Menara Tunggal
0.9 2,792 625 2,513,363
(pole )
Mcnara Mikroscl
1.1 2792 625 | 3,071,888
(MCP)
Menara Mandiri
" 12 |z2792,625| 3,351,150
(S5T')




LAMPIRAN Il | PERATURAN BUPAT{ FRINGSEWU
HOMOR . 75
TAHUN  :© 4 Sepirennsr 2017

&. SKED

PEMERINTAH ARERD Mo, Ut

EABUPATEYN PRINGAEWU (BURAT KETETAPAN
DINAS ROMUNIKASI DAN RETRIBUSI DAERAH)

—

INFORMATIEA PENMGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKAS] Tanggal Jatuh
wreb: b (PERATURAN DAERAH | Tempo :

! - iz 0.1
Email : ciskorminfo@ori bzl ggo.icd EKABUPATEN PRINGREWU | ..............

[ MOMOR 01 TAHIN 2017) | ........... ...
Masa Retribusi ; 1 Tahun

Taliun : ..oooveunas

Menara

T T A T L L LRI L L R N e A L R L N N

Lokasi (Alamat Menara} e e e e e i ieiaaaaas

v mbnbhhrabd bl b P A FA b [0 N AN RN A NA R RN EFE SN NN AR IFERERTEER TS tunnt it

Tzt Menara : RSP PSS

wr kb bdad bbb b FEF A #d A bh B4l AL PN NN A AEEEE AN AR SmEEESEEEEImEER i ErREE R TTTET R

No Kode Rekening Jenis Hetribusi Daerah Jumiah Rp.

Jumlah Eeseluruhan

Dengan buruf 1

PERHATIAN : Pringsewu,

1. Penvetoran harus dilakukan melalui Kas

Daerak Kabupaten Pringsewn Nomor .
ReKEDing ......... Kepela Dinas

Komunikasi dan Informatika
Dengan menggunakan SKRD ind Kabupaten '

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar
setelah lewat wakitu paling larna 30 |Gga
puiuh| hari sejak diterima  dikenakan
sankoi administratif berupn bunga sebesar
2 % (dua persen) perbulan.

IR L T N R e N T R N




BTRD Ma. Urut
(BURAT TAGIHAN RETRIBUSI

DAERAR)

RETRIBUE] PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNTKAS! | T2nésaljatuh
(PERATURAN DAERAH cmpo -
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR |~ s
01 TAHUN 2017
Masa Retribusi : 1 Tahun
Tabun : ...

Hama Wajitr Retribasif Pemilil i oo ivisimiimrcrisemr s vme s mem e s

Lokesi (Alamat Menara} L i emeriereresesrrenses

Tingpi Menara et deraerdamaaiera+iaasssitrasssmsesssmrasesiensmiete taneentaseera, a——nnnas

I. Berdasarkan Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tehun
2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telckomunileasi:

Kode REMEDHIEE 1 .oiiiiiieiiieriieirimsimive sree s rememeens s ensanee i n s nnan

II. Dari peneliian dan/fatau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang
harus dibayar adalah sebagai berflnat -
1. Retribusi yang kurang dibayar 4 # SO
2. Sanksi administratif {bunga 2 %) BN e iiisiiiisiiieinisisisisiisninn.
3. Jumlah yang harus dibayar {1+2) 5

EEE L e L N N T T I TR T T Y

PERHATIAN:

1. Penyetoran dilakuknn melalui Bendehara Penerimaan Dinas komunikasi dan Informatika

Kabupaten PFringsewu atau Kas Dasrah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Therah (STRN) ini.

2. Apabila STRD ini Hdak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat Tangeal Jatuh tempo
sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi adminiatratif berups bungs sebesar 2 %% [dua
prrsen) per bulan.

Pringsew:,
Kepala Dinas

Komunikasi dan informatika
Kabupaten Pringsewn:,




EERD No. Urut
{BURAT BETORAN RETRIRYSI

DARRAH)

PENGENDALLAN MENARA

TELEKOMUNIKASI ;mff Jatuh
Web : diskominfo. pringsend ol go. id (PERATURAN DAERAH
Email : diskonunfoapringsewukabge.dd | KABUPATEN PRINGBEWU NOMOK
01 TAHUN 201%7)
Masa Retribus : L Taehua
Tahun &oeee.........

Narma Wik Retribusi/Pemiillle 1 oo ssiiiims s soistsiomssn s s 1as s a1a00 10 0r s s mra bssnsssinrss
Menara
ﬂhmﬂlr[tllghap Pﬁ‘uu&lml n LARE N R IR T E R SRR ERE L NI NE LRI LN SRS RN RN E R ARERE IR R REER AEIELERIEEIREEE N ERELE L BILE X )

Lokasi |Alamat Menara) L e e ed e er A e e ar e AR AR R S A e AT SE IR e Pt b e b

Kelurahan/Kecamatan o PN

L + .
Tingg Menara D e tet e emieetraeeemaeamesasemeesceeeeieereteenenetenstmemennererenreas

Menyetor Berdasarkan *): SERD STRD

' QERDT SK Fembetulan

SK Keberatan Lain-lain

I

No Kode Rekening Jenis Retribusi Jumlah Rp.

Jumlah Setoran

Dengan huwraf |

Kepala Dinas IM terima oleh, .
Komunikasi dan Informatika a.n. Bendabarsa RSCWU,
Kabupaten Pringsewu Penerimaan.

Fenyetor,

Tanggal :
[orevronnrnssamnsronsryusesninsss-.] Tanda Tangan:

Nama Terang : [ )

*} Beri Tanda pada kntakl:l sesund dengan ketetapan yvang dimilikd.




Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Ager actiap orang nmcngctahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewn.
Ditctepkan di Pringsewu
pada tanggal 2 genterter 207
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewn

pada tanggal 4 suptamber 2017

SEKFETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL TAHUN 2017 NOMOQR =5

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




d. Surat Teguran

B Hind, S WL PEMERINTAH KABUFATEN PRINGSEWU

_—

5

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jendral Sudirman REO3 Lk V1L, Yringseswn Barat

Kabupaten Pnngeewn — Lampung, Kode Pos. 35373
Web : dishominfo. pringseuniked. go.id Emedl @ disiominfeapringseuikab.geo id

Kepada Yth.

mwrrardiaT kbbb AR E
d-l!nn-ﬂ-lru L1

SURAT TEGURAN

MOotmIoT § o ocecev e cemarrmre e

Berdasarkan data pada Dinas Keomunikasi den Informatika Kabupaten Pringsecwu, saat ini
saudara masih memiliki tunggakan retrebusi pengendatian menara telekomunikasi scbagai

berikut :
Jenis Retribugi | Tahun | Nomor dan Tanggal SKKD, | Tanggal Jatuh Jumliah
SKRDT, 8TRD, SK Tempo Tunggakan
Pembetulan, SK
Keberatan, Lain-lain
Jumlah

Dengan hurad {.......ccooicevsiiieinn

)

Sehubungan dengen hal tersebut, diminta kepada saudars untuk melunasi jumlah
unggakan dalam waktu 7 {tujuh) hari setelah diterimanys surkl peringmtas i,

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segers
melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatilkea kabupaten pringsewu.

Pringsewu,

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pringsew,

BUPATI PRINGSEWL,

dto

SLULJADI




Berdasarken tabel perhitungan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi

Cantoh :

1. RPMT untuk menara tunggal (pole ) yang berada di Zona Padat:
RPMT = {indeks variabel zonasi x Indeks variabel jenis menara) x

tarif retribusi

{1.1 x 0.9) x RBp.2.538.750,-

= Rp. 2.513.363.-

Ik

2. RPMT untuk menara mandirni (35T } yang berada di Zona Padat:
RPMT = (Indeks variabel zonasi x Indeks variabel jenia menara) x

tarif retribusi

(1.1 x 1.2} x Rp.2.538.750,-

Rp. 3.351.150,-

3. RPMT untuk menara mikrosel (MCP ) yang berada di Zona Pacat:
RPMT = (Indeks variabel zonasi x Indeks variabel jenis menara) x

tarif retribusi

(1.1x 1.1) x Rp.2.538.750,-

Rp. 3.071 888,-

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
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